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MOTTO 

 

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang1. 

(William J. Siegel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/ diakses pada tanggal 10 
Mei 2014 pukul 18.00 WIB 1  
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xv 

RINGKASAN 

 

Pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir banyak 

menyita perhatian berbagai pihak yang menyoroti masih lemahnya kinerja 

pelayanan yang diberikan aparat pemerintahan. Tuntutan ini sejalan dengan 

wacana mengenai good governance, yang menggariskan perlunya pengelolaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan 

memperhatikan pelayanan kepada para stakeholders, khusunya masyarakat. 

Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat 

terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. Hal ini 

disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. 

Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan 

delegatif), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang 

disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi 

dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian 

menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan. 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk Memahami dan  mengetahui 

fungsi pelayanan kecamatan sebagai bagian dari pemerintahan daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , serta 

untuk mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan fungsi pelayanan 

kecamatan.. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi 

pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber 

bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang relevan dengan 

penulisan skripsi.  

Terdapat 2 rumusan masalah (dua) bahasan, yaitu : pertama, fungsi 

pelayanan kecamatan sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua,  

kendala pelayanan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kecamatan 

sebagai bagian dari pemerintahan daerah. 

xiv 
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Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Kecamatan sebagai bagian 

dari strukur pelaksana birokrasi pemerintahan di harapkan mampu memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga pelayanan publik bisa berjalan 

sesuai dengan yang di harapkan dan mampu memberikan kontribusi yang baik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara indonesia. Dalam rangka 

menjalankan serta merealisasikan kebijakan-kebijakan publik yang telah di buat, 

aparatur pemerintah di harapkan mampu bekerja secara disiplin dan baik dalam 

melayani segala kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Strategi penyelenggaraan pemerintah kecamatan berdasarkan UU 32 Tahun 2004 

ini sangat diperlukan terkait dengan pembinaan penyusunan program kerja 

kecamatan diwilayah Kabupaten atau kota untuk mencapai penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas 

dan berbasis pada kemampuan lokal. Hal ini sejalan dengan konsep ideal 

pemerintahan Good and Clear Government yang pada akhirnya akan menciptakan 

Good Governance. Targetnya adalah terselenggaranya pembinaan spesifik dan  

teknis mengenai penyusunan program kerja kecamatan secara efektif dan efisien. 
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